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Desa adalah pembagian wilayah administrasif di bawah kecamatan, yang 
dipimpin oleh kepala desa. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang 
memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus pemerintahan, di 
dalam desa terdapat beberapa unit pemukiman kecil yang disebut kampung atau 
dusun.Desa Cahaya Makmur merupakan desa pada umum (bukan desa adat), yang 
terletak di kabupaten Lampung Utara.Konsep pengelolaan pemerintahan desa 
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mencakup 
perencanaan, pengorganisasian kelembagaan, penggunaan sumber-sumber daya 
dan pengawasan. Penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kewenangan 
dalam bidang pemerintahan desa terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 Pasal 18 tentang kewenangan desa meliputi kewenangan dibidang 
penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan 
kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. 
Rumusan masalah nya adalah: 1)Bagaimana implementasi Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 18 Tentang Kewenangan Desa dalam 
penyelenggaraan pemerintah desa Cahaya Makmur, 2) Bagaimana pandangan fiqh 
siyasah erhadap implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 18 
Tentang Kewenangan Desa di Desa Cahaya Makmur.Penelitian ini bertujuan 
untuk:  1) mengetahui dan mendeskripsikan konsep kewenangan pemerintahan 
desa Cahaya Makmur sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 
tahun 2014 Pasal 18; 2) mengetahui bagaimana analisis fiqh siyasah terhadap 
kewenangan  di desa Cahaya Makmur. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research). Sifat 
penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu memuat deskriptif, gambaran, atau 
lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat tentang 
Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 Tentang Kewenangan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan 
(Studi di Desa Cahaya Makmur Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung 
Utara). Penelitian ini bersumber dari data primer yang diperoleh dari hasil 
wawancara, dan dokumentasi, sedangkan data sekunder  diperoleh dari Al-Qur’an, 
Hadist, peraturan perudang-undangan, buku-buku, jurnal, dokumen, serta karya 
ilmiah lainnya. Data-data yang diambil sebagai rujukan selanjutnya di analisis 
dengan cara analisis kualitatif melalui metode yang bersifat deskriptif analisis 
pendekatan induktif. 
Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa dalam 
menyelenggarakan pemerintahan desa Cahaya Makmur telah sesuai dengan 
Undang-Undang yang berlaku, seperti dalam Pasal 18 tentang Kewenangan Desa. 
Hal tersebut harus dijalankan agar desa Cahaya Makmur menjadi maju dan 
sejahtera. Ditinjau dari fiqh siyasahyangmerupakan ilmu tata negara Islam secara 
spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia 
pada umumnya, dan negara pada khususnya. Maka jika dilihat dari fiqh siyasah 
pelaksanaan pemerintahan dalam kewenangan desa telah sejalan dan tidak 
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A. Penegasan Judul 
Skripsi ini berjudul “Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap 
Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 18 Tentang 
Kewenangan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan (Studi di Desa 
Cahaya Makmur Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung 
Utara)”. Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami maksud dan 
tujuan maka perlu adanya penegasan judul. Judul ini memeiliki beberapa 
istilah sebagai berikut: 
Fiqh siyasah sendiri berasal dari kata fiqh dan siyasah, fiqh adalah 
memahami dan mengetahui firman Allah dan sabda Rasulullah dengan 
menggunakan penalaran akal dan metode tertentu, sehingga diketahui 
ketentuan hukumnya dengan dalil yang terperinci.
1
 Kata siyasah sendiri 
berasal dari kata sasa, yang dalam kamus al-arab berarti mengatur, 
mengurus, dan memperintah. Bisa juga berarti pemerintahan dan politik atau 
membuat kebijaksanaan. Fiqh siyasah menurut ahli, yaitu Abdul Wahab 
Khallaf adalah pengelolaan masalah umum bagi negara bernuansa Islam yang 
menjamin terealisasikannya kemaslahatan serta terhindar dari kemudorotan, 
dengan tidak melanggar ketentuan syari‟at dan prinsip-prinsipnya yang 
umum meskipun tidak sesuai dengan pendapat-pendapat imam mutjahid.
2
 
Secara umum fiqh siyasah adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik 
                                                             
1
Daud Ali, Hukum Islam, Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta:Raja 
Grafindo, 1998), h. 43 
2
J. Sayuti Pulungan, Fiqh Siyasah:Ajaran Sejarah Dan Pemikiran J. Sayuti Pulungan, 




membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada 
umumnya, dan negara pada khususnya. Berupa penetapan hukum, peraturan, 
dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan 
dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan 
menghindarinya dari berbagai ke-mudharatan yang mungkin timbul dalam 




Implementasi yaitu pelaksanaan atau suatu tindakan dari sebuah 
rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci.
4
 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah aturan 
yang mengatur materi mengenai asas pengaturan, kedudukan dan jenis desa, 
penataan desa, kewenangan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, hak 
dan kewajiban pemerintah desa dan masyarakat desa, peraturan desa, 
keuangan desa dan aset desa, pembangunan desa dan pembangunan kawasan 
perdesaan, badan usaha milik desa, kerjasama desa,  lembaga 
kemasyarakatan, desa dan lembaga adat desa, serta bembinaan dan 
pengawasan. Undang-Undang ini juga menegaskan pada Pasal 18 bahwa 
kewenangan desa mencakup penyelenggaraan pemerintahan desa, 
pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan 
masyarakat berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik 
                                                             
3
A. Dijazuli, fiqih Siyasah, (Jakarta: Prenada Media, 2000), h. 42. 
4
Nurdin Usman. Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, (Jakarta:PT. Raja Grafindo 
Persada, 2002), h. 70. 
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Kewenangan desa adalah gabungan dua kata kewenangan dan desa, 
kewenangan adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan 
sesuatu.
6
 Berasal dari kata wewenang yang berarti kekuasaan membuat 
keputusan. Sedangkan desa adalah adalah kesatuan masyarakat hukum yang 
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 
urusannya sendiri berdasarkan ketentuan yang berlaku.
7
 Jadi kewenangan 
desa dapat diartikan bahwa kewenangan desa merupakan elemen penting 
sebagai hak yang dimiliki oleh sebuah desa untuk dapat mengatur rumah 
tangganya sendiri, serta kewenangan itu tidak hanya semata-mata 
memperhatikan kekuasaan yang dimiliki  oleh penguasa namun harus juga 
memperhatikan subjek yang menjalankan dan yang menerima kekuasaan, 
kewenangan harus memperhatikan apakah kewenangan itu bisa diterima oleh 
subjek yang menjalankan atau tidak.
8
 
Penyelenggaraan pemerintahan adalah segala bentuk pelaksanaan 
keputusan dan tindakan pemerintah berdasarkan proses, cara, dan perbuatan 
yang harus berdasarkan kedaulatan rakyat dan hukum yang merupakan 
refleksi dari Pancasila sebaga ideologi negara.
9
 
                                                             
5
Ibid, penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. 
6Philipus M. Hadjon, “Tentang Wewenang”. (Makalah Universitas Airlangga, Surabaya. 
Tanpa tahun, h. 1. 
7
ibid, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 ayat (1). 
8
M. Silahuddin, Kewenangan Desa dan Regulasi Desa (Jakarta: Kementerian Desa, 
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indinesia, 2005), h. 12. 
9
 Michael Barama, “Pelaksanaan Pemerintahan Daerah dan Penerapan Sanksi Administrasi 
Dalam Peraturan Daerah”,  Jurnal Hukum Unsrat, Vol. 22 No. 5, Januari 2016. 
4 
 
Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, 
selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 
masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak traisional yang diakui dan dihormati 
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10
 
Desa Cahaya Makmur adalah sebuah desa yang terletak di Lampung, 
tepatnya Kecamatan Sungkai Jaya, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi 
Lampung. Desa ini adalah desa pada umumnya (bukan desa adat), dimana 
memiliki karakteristik yang berlaku umum untuk seluruh desa di Indonesia. 
Jarak tempuh yang perlu ditempuh lebih kurang 30 menit dari ibukota 
kabupaten dengan menggunakan kendaraan bermotor. 
Berdasarkan penegasan kalimat diatas maka yang dimaksud penulis 
dalam judul “Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 18 Tentang Kewenangan Desa Dalam 
Penyelenggaraan Pemerintahan (Studi di Desa Cahaya Makmur Kecamatan 
Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara)” adalah bagaimana pandangan fiqh 
siyasah terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 
18 Tentang Kewenangan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan 
penelitian di Desa Cahaya Makmur Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten 
Lampng Utara. 
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Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 ayat (1). 
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B. Alasan Memilih Judul 
Ada beberapa alasan yang menjadi motivasi peneliti untuk memilih 
judul ini sebagai bahan penelitian, yaitu: 
1. Alasan Objektif 
Kewenangan desa dalam penyelenggaraan pemerintah di Desa 
Cahaya Makmur Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara 
kurang optimal, karena masih banyaknya masyarakat yang belum 
merasakan dampak positif kewenangan desa dalam penyelenggaraannya. 
Kewenangan desa dalam penyelenggaraan pemerintah seharusnya dapat 
berjalan dengan baik sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. 
2. Alasan Subjektif 
a. Untuk menambah pengetahuan tentang kewenangan desa dalam 
penyelenggaraan pemerintahan. 
b. Tempat penelitian mudah dijangkau oleh peneliti. 
c. Pembahasan yang dipilih sangat relevan dengan disiplin ilmu di 
Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Siyasah Syar’iyyah Universitas 
Islam Negeri Raden Intan Lampung. 
C. Latar Belakang Masalah 
Pemerintahan dalam Islam adalah hal yang penting, sebab pemerintahan 
berperan penting dalam mewujudkan kemaslahatan umat manusia, maka hal-
hal yang berkaitan dengan pemerintahan terdapat didalam Al-Qur‟an dan As-
Sunnah. Konsentrasi politik dan ketatanegaraan sering kita sebut dengan 
siyasah, yang didalamnya dijelaskan hukum-hukum yang berkaitan kehidupan 
6 
 
dalam bernegara, mengenai dusturiyah, maliah, dan dauliyah. Diantaranya 
adalah: 
1. Surat Al-Qur‟an tentang Pemerintahan 
a. Qur‟an Surat an-Nissa ayat 58: 




إ ِتَنَاَمَْلْإ إو ُّدَؤُت ْنَأ ُْكُُرُِمَأي َ َّللَّإ َّن
ّ
إ
 ُْكُُظَِؼي ا َّمِؼِه َ َّللَّإ َّن
ّ
إ ۚ ِلْدَْؼلِبِ إوُُكَ َْتَإًيرَِصب اًؼي َِسَ َنَكَ َ َّللَّإ َّن
ّ
إ ۗ ِوِب  
Artinya:“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat 
kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) 
apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu 
menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi 
pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya 
Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”(Q.S. An-
Nisa [4]: 58). 
 
b. Qur‟an surat an-Nisa ayat 59: 
c.  ِرْمَْلْإ ِلِوُأَو َلوُس َّرلإ إوُؼيِطَأَو َ َّللَّإ إوُؼيِطَأ إُونَٓمأ َني ِ َّلَّإ َا ُّيَُّأ َيَ ْن
ّ
َاف ۖ ُْكُْنِم
 ِمْوَْيلإَو ِ َّللَِّبِ َنُونِمْؤُت ُْتُْنُك ْن
ّ
إ ِلوُس َّرلإَو ِ َّللَّإ َلَ
ّ
إ ُهو ُّدَُرف ٍء َْشَ ِفِ ُْتُْغَزَاَنت
 ًليِِوَأت ُنَسْحَأَو ٌْيرَخ َِلِ ََٰذ ۚ ِرِٓخْلْإ 
Artinya: hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah 
Rasul(Nya), dan Ulil Amri diantara kamu. Kemudian jika 
kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka 
kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur‟an) dan Rasul (as-
Sunnah), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan 
hari kemudian. Yang demmikian lebih utama (bagimu) dan 
lebih baik akibatnya.”(Q.S. An-Nisa [4]: 58). 
 
Berdasarkan Firman Allah diatas bisa kita uraikan bahwa Allah telah 
memerintahkan manusia untuk memimpin dimuka bumi, manusia diberikan 
kekuasaan untuk menerima amanah dalam mewujudkan kemaslahatan di dunia. 
Untuk melaksanakan amanah maka diperlukan sebuah organisasi pemerintah 
yang terstruktur tugas-tugasnya, hal inilah yang membuat pentingnya ada 
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pemerintahan dalam Islam, dan tentunya dalam menjalankan pemerintahan 
harus sesuai dengan syariat Islam. 
Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah 
yang berwenang mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan 
masyarakat, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 
masyarakat, hak asal-usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati 
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Imam Al-Ghazali mengatakan agama dan negara merupakan dua hati 
yang tak terpisahkan. Jelas kalimat tersebut berarti bahwa pentingnya sebuah 
negara atau organisasi pemerintahan dalam menyeimbangkan sebuah agama 
yang bertujuan untuk kemaslahatan umat. Pendapat ulama lain oleh Al-
Mawardi dalam kitab Al- Ahkam As-Sulthaniyah, juz 1 hal. 3. Yang berarti 
kepemimpinan(pemerintah) adalah pengganti tugas kenabian dalam menjaga 
agama dan mengekola dunia. 
Terdapat banyak pendapat ahli terhadap prinsip-prinsip fiqh siyasah dan 
penyelenggaraan negara dalam Al-Quran dapat diformulasikan bahwa prinsip-
prinsip dasar hukum politik Islam adalah: 
1. Kedaulatan, yakni kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Kedaulatan yang 
mutlak adalah milik Allah, kedaulatan tersebut dipraktikkan dan 
diamanahkan kepada manusia selaku khalifah dimuka bumi; 
2. Keadilan, adalah kunci utama dalam menyelenggarakan kekuasaan. 
Keadilan dalam hukum menghendaki kesamaan kedudukan didepan hukum; 
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3. Musyawarah dan ijma, adalah proses pengambilan keputusan dalam urusan 
kemasyarakatan yang dilakukan secara konsensus dan konsultasi dengan 
semua pihak; 
4. Persamaan, adalah persamaan perlakuan terhadap sesama manusia yang 
berdasarkan ketentuan Allah; 
5. Hak dan kewajiban negara dan rakyat, semua warga negara dijamin hak-hak 
dasar terntu. Tentu negara dan rakyat memiliki kewajibannya masing-
masing; 
6. Amar ma‟ruf nahi munkar, adalah sebuah mekanisme check and balancing 
dalam sistem politik Islam.
11
 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan bahwa 
desa telah menjadi daerah mandiri, dimana desa memiliki hak asal-usul dan 
hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 
setempat. Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah 
berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan 
diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis.Sehingga 
dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan 
pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. 
Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 
diharapkan akan menjadi acuan bagi pemerintah desa dalam menjalankan 
pemerintahan didesa. tentunya agar menjadi lebih baik dari pemerintahan 
sebelumnya, khususnya dalam hal kewenangan dalam penyelenggaraan 
                                                             
11Mutiara Fahmi, “ Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Quran”. Petita, 
Vol. 2 No. 1 (April 2017), h.55-59. 
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pemerintahan dikawasan perdesaan.Kewenangan desa menurut Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 18, kewenangan desa 
meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, 
pelaksanaan pembangunan desa, pembangunan kemasyarakatan desa, dan 
pemberdayaan kemasyarakatan desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak, 
asal-usul, dan adat istiadat desa. 
Penyelenggaraan Pemerintah Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 23, pemerintahan desa diselenggarakan oleh 
pemerintah desa. Dan Pasal 24, penyelenggaraan pemerintahan desa 
berdasarkan asas: 
1. Kepastian hukum; 
2. Tertib penyelenggaraan pemerintahan; 





8. Efektivitas dan efisiensi; 
9. Kearifan lokal; 
10. Keberagaman; dan 
11. Parsipatif.12 
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Lebih lanjut penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang 
Desa dijelaskan di Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang 
disempurkanan lagi pada Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015, dan 
baru pada tahun 2019 ada perubahan kembali yang dikeluarkannya Peraturan 
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019. Dimana di dalam Peraturan Pemerintah 
Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 33 Kewenangan Desa meliputi, a. Kewenangan 
berdasarkan hak asal usul; b. Kewenangan lokal berskala desa; c. Kewenangan 
yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah Provinsi, atau pemerintah 
daerah Kabupaten/Kota; d. Kewenangan lain yang diperintahkan oleh 
Pemerintah, pemerintah daerah Provinsi, atau pemerintah daerah 
Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.
13
 Serta hal 
yang berkaiatan dengan kewenangan desa lebih terprinci lagi diatur dalam 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewengan 
Desa. 
Penyelenggaraan pemerintahan desa juga dibantu oleh Badan 
Permusyawaratan Desa yang merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan 
keterwakilan wilayah yang pengisinya dilakukan secara demokratis. Badan 
Permusyawaratan Desa mempunyai tugas membahas dan menyepakati 
rancangan peraturan desa bersama Kepala  Desa, selain menampung dan 




                                                             
13
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 33. 
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Undang-Undang Nomor 6  Tahun 2014 Tentang Desa 
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Berdasarkan uraian diatas maka penulis termotivasi untuk melakukan 
penelitian dengan judul: “Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 18 Tentang Kewenangan 
Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan (Studi di Desa Cahaya 
Makmur Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara)”. 
D. Fokus Penelitian 
Fokus penelitian ini dilakukan agar pembahasan mengenai penelitian ini 
tidak menyimpang atau melebar dari masalah yang ada dan lebih terarah. 
Untuk hal tersebut, maka penulis akan lebih memfokuskan penelitian pada : 
Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 18 Tentang 
Kewenangan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. 
E. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang diajukan 
dalam penelitian ini adalah: 
1. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 18 
Tentang Kewenangan Desa dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa 
Cahaya Makmur? 
2. Bagaimana pandangan fiqh siyasahterhadap implementasi Undang-Undang 






F. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
Pasal 18 Tentang Kewenangan Desa dalam penyelenggaraan Pemerintah 
Desa Cahaya Makmur. 
2. Untuk mengetahui pandangan fiqh siyasah terhadap implementasi Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 18 Tentang Kewengan Desa dalam 
penyelenggaraan pemerintahan. 
G. Signifikansi Penelitian 
1. Signifikansi atau manfaat secara teoritis adalah suatu sumbangan 
pengetahuan atau ilmu kepada para pembaca agar bisa mengetahui 
permaslahan yang terdapat dalam fiqh siyasah terhadap Undang-Undang 
maupun Peraturan Pemerintah. 
2. Manfaat secara praktisnya adalah untuk memperluas khazanah ilmu 
pengetahuan bagi penulis sendiri, ntuk memenuhi syarat akademik dalam 
menyelesaikan studi di Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden 
Intan Lampung.  
H. Metode Penelitian 
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 Susiadi AS, Metodologi Penelitian, (Lampung: LP2M IAIN Raden Intan 
Lampung,2014), h. 19 
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1. Jenis dan Sifat Penelitian 
a. Jenis penelitian ini merupakan Penelitian Lapangan (fieldresearch) 
Penelitian lapangan dilakukan untuk kancah kehidupan yang sebenarnya. 
Penelitian lapangan dilakukan dilapangan atau pada responden.
16
 
b. Sifat Penelitian, Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini 
bersifat deskripsi analisis, yaitu penelitian yang menuturkan dan 
menguraikan data yang telah ada, kemudian memperoleh kesimpulan.
17
 
2. Data dan Sumber Data 
a. Data Primer 
Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden 
atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang 
diteliti.
18
 Sumber data yang langsung berkaitan dengan objek penelitian. 
Dalam penelitian ini data primer yang diperoleh dari wawancara kepada 
responden yang terdiri dari anggota perangkat desa dan masyarakat desa 
Cahaya Makmur. 
b. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang terlebih dahulu dikumpulkan dan 
dilaporkan oleh orang atau instansi di luar dari penelitian sendiri.
19
 
Pengumpulan data sekunder dapat dilakukan melalui kepustakaan 
bertujuan untuk mengumpulkan data-data dan informasi dengan bantuan 
buku-buku yang terdapat pada perpustakaan. 
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 Abdul Khadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, (Bandung: Citra Ditya Bakti, 
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3. Metode Pengumpulan Data 
a. Observasi 
Metode observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara 
melakukan pencatatan secara cermat dan sistematik.
20
 Dalam penelitian  
ini, penulis mengamati objek-objek yang diteliti yang berada di lapangan. 
b. Wawancara 
Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan 
pertanyaan langsung oleh pewancara kepada responden, dan jawaban-
jawaban responden dicatat atau direkam.
21
  Wawancara dilakukan guna 
menggali informasi mengenai bagaimana pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor6 Tahun 2014 Pasal 18 Tentang Kewenangan Desa secara 
langsung kepada pihak-pihak yang berkaitan seperti kepala desa Cahaya 
Makmur, sekretaris desa Cahaya Makmur, dan masyarakat desa Cahaya 
Makmur. 
c. Dokumentasi 
Dokumentasi yaitu mencari data megenai hal-hal atau variable 
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 Susiadi AS, Metode Penelitian, (Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2014), h. 
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 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitiam suatu Pendekatan Praktis, (Jakarta: Reneka 
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4. Populasi dan Sampel 
a. Populasi 
Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek 
atau objek yang memiliki karakteristik dan kualitas tertentu yang 
diterapkan oleh peneliti yang kemudian untuk dipelajari serta ditarik 
kesimpulan.
23
 Populasi yang penulis tentukan dalam memperoleh data 
adalah aparat desa dan masyarakat desa Cahaya Makmur adalah 1908 
orang. 
b. Sampel 
Teknik sampling adalah suatu teknik dalam pengambilan sampel 
pada suatu penelitian. Dengan begitu metode sampling merupakan cara 
yang dilakukan untuk menentukan dan menetapkan sampel yang 
ditentukan berdasarkan populasi yang ada. Teknik sampling ini adalah 
purposive sampling adalah sampel yang anggota sempelnya dipilih 
secara sengaja atas dasar pengetahuan dan keyakinan peneliti, peneliti 
percaya bahwa bahwa anggota sampel yang dipilihnya memenuhi 
kualifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
24
 
Dengan demikian peneliti mengambil sampel dari populasi yang 
meliputi kepala desa, sekretaris desa, dan 3 orang aparat desa lainnya 
serta 5 orang masyarakat desa Cahaya Makmur. Dengan melakukan cara 
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Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&B, 
(Bandung, Alfabeta, 2013), h. 117. 
24
Duri Andriani, dkk, Metode Penelitian, (Banten, Universitas Terbuka-Kementerian, Riset 
Teknilogi, dan Pendidikan Ttinggi, 2017), h. 4.11. 
16 
 
ini maka dianggap cara yang paling tepat dalam menentukan sampel agar 
keobjektifan dari hasil penelitian dapat terjamin. 
 
5. Metode Pengolahan Data 
Setelah penulis melakukan penelitian dan mendapatkan data 
dilapangan, selanjutnya data tersebut diolah melalui beberapa langkah 
sebagai berikut: 
a. Editing, yaitu memeriksa data yang telah diperoleh guna menjamin data 
tersebut dapat dipertanggungjawabkan sesuai fakta. 
b. Koding, yaitu melakukan klasifikasi terhadap jawaban responden 
kedalam kategori-kategori atau memberikan tanda atau catatan yang 
memberikan sumber data atau urutan rumusan masalah. 
6. Analisis Data 
Setelah keseluruhan data dikumpulkan maka langkah selanjutnya 
adalah penulis menganalisis data tersebut agar dapat ditarik 
kesimpulan.Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode 
penelitian kualitatif adalah penelitian yang berisi pandangan atau keyakinan 
bahwa fokus penelitian adalah kualitas makna meanings (hakikat dan 
esensi). Selanjutnya metode berfikir deduktif yaitu berdasarkan pengeahuan 
yang berifat umum dan akan menilai kejadian yang khusus. Metode abakisis 
yang digunakan penulis adalah metode deskriptif kualitatif yakni suatu 
prosedur dalam melakukan penelitian yang menghabiskan data baik tertulis 
atau lisan dari responden. 
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Metode penelitian deskriptif merupakan suatu bentuk dalam 
menerangkan hasil penelitian yang sifatnya memaparkan dengan jelas 
tentang apa yang telah diperoleh dilapangan. Dengan melakukan menyusun 
dan memaparkan keadaaan yang sistematis dan sesuai dengan teori yang 
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A. Kajian Teori 
1. Pengertian Pemerintah dan Penyelenggaraan Pemerintahan 
a. Pengertian Pemerintah 
Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kewenangan untuk 
membuat dan menerapkan hukum serta Undang-Undang diwilayah 
tertentu.Sedangkan pemerintahan adalah kata yang berasal dari kata 
pemerintah, yang paling sedikit kata perintah.Hal tersebut memiliki 
empat unsur yaitu ada dua pihak yang terkandung, kedua pihak tersebut 
saling berhubungan, pihak yang memerintah memiliki wewenang dan 
yang diperintah memiliki ketaatan.
26
 
Secara etimologi pemerintah berarti melakukan pekerjaan 
menyeluruh, penembahan awalan “pe” menjadi pemerintah berarti badan 
yang melakukan kekuasaan memerintah, dan penambahan akhiran “an” 
menjadi pemerintahan berarti perbuat, cara, hal atau urusan dari pada 
badan yang memerintah tersebut.
27
 
Menurut  Wilson pemerintah dalam akhir uraiannya, adalah suatu 
perorganisasian kekuatan, tidak selalu berhubungan dengan organisasi, 
kekuatan angkatan bersenjata, tetapi dua atau sekelompok orang dari 
sekian banyak kelompok orang yang diprsiapkan oleh suatu organisasi 
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 Sirajudin, Politik Ketatanegaraan Islam Studi Pemikiran A. Hasjmy, (Yogyakarta: 
Pustaka Pelajar, 2007), h.206. 
27




untuk mewujudkan maksud-maksud bersama mereka, dengan hal-hal 
yang memberikan keterangan bagi urusan-urusan umum kemasyarakatan. 
Menurut C.F. Strong pemerintahan dalam arti luas mempunyai 
kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan negara, 
kedalam dan keluar. Oleh karena harus memiliki kekuatan militer atau 
kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang, lalu harus 
mempunyai kekuatan legislatif atau dalam arti pembuatan Undang-
Undang, dan terakhir harus memiliki kekuatan finansial atau kemampuan 
untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai ongkos 
keberadaan negara dalam menyelenggarakan peraturan, hal tersebut 
dalam rangka penyelenggaran kepentingan negara. 
Pada sebuah organisai pemerintahan, kesuksesan atau kegagalan 
dalam pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan pemerintahan, 
dipengaruhi oleh kepemimpinan, melalui kepemimpinan dan didukung 
oleh kapasitas organisasi pemerintahan yang memadai, maka 
penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (good govrmance) akan 
terwujud. Sebaliknya kelemahan kepemimpinan merupakan salah satu 
sebab keruntuhan kinerja kelembagaan di Indonesia. Kepemimpinan 
dapat dikatakan sebagai cara dari seorang pemimpin dalam mengarahkan, 
mendorong, dan mengatur seluruh unsur-unsur didalam kelompok atau 
organisasinya untuk mencapai suatu tujuan organisasi yang diinginkan 
sehingga menghasilkan kinerja pegawai yang maksimal. Dengan 
20 
 




b. Penyelenggaraan Pemerintah 
Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kedaulatan berada ditangan 
rakyat dan diaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.Selanjutnya 
menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, negara Indonesia adalah negara hukum.Hal ini 
berarti bahwa sistem penyelenggaraan pemerintah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia harus berdasarkan pasal-pasal diatas, yang berprinsip 
kedaulatan rakyat dan negara hukum.Oleh karena itu berdasarka prinsip 
tersebut, segala bentuk keputusan dan tindakan pemerintah harus 
berdasarkan kedaulatan rakyat dan hukum yang merupakan refleksi dari 
Pancasila sebaga ideologi negara.
29
 
Tugas pemerintah untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana 
dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 dan tugas tersebut merupakan tugas yang sangat 
luas, sehingga diperlukan peraturan yang dapat mengarahkan 
penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih sesuai dengan harapan dan 
kebutuhan masyarakat, guna memberikan landasan dan pedoman bagi 
                                                             
28Rasyid Thaha, “Penataan Kelembagaan Pemerintahan Daerah”. Goverment: Jurnal I lmu 
Pemerintahan, Vol. 2 No. 1 (1 Januari 2009), h. 41. 
29Michael Barama, “Pelaksanaan Pemerintahan Daerah dan Penerapan Sanksi Administrasi 
Dalam Peraturan Daerah”,  Jurnal Hukum Unsrat, Vol. 22 No. 5, (Januari 2016), h. 28. 
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Dalam rangka memberikan jaminan perlindungan kepada setiap 
masyarakat, memungkinkan masyarakat mengajukan keberatan dan 
banding terhadap keputusan dan atau tindakan yang ditetapkan dan atau 
pejabat pemerintahan atasan pejabat yang bersangkutan.Masyarakat juga 
dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan pemerintah.
31
 
Penyelenggaraan pemerintahan suatu negara pada umumnya 
berpedoman pada peraturan, baik peraturan tertulis maupun peraturan 
tidak tertulis.Di Indonesia penyelenggaraan pemerintahan sebagian besar 
beracuan pada peraturan perundang-undangan, yaitu berbagai bentuk 
peraturan yang memiliki kekuatan mengikat yang dibuat oleh pejabat 
atau lembaga yang berkaitan (berwenang).Tata urutan peraturan yang 
tertinggi adalah Undang-Undang Dasar 1945, oleh karena itu dalam 
penyelengaraan pemerintahan di Indonesia harus berpijak dan 
berpedoman pada aturan-aturan yang dituangkan dalam Undang-Undang 
Dasar 1945. 
2. Sistem Pemerintahan Desa Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
Pasal 18 Tentang Desa 
Perjalanannya perkembangan pemerintahan desa ada sejak masa 
pemerintahan Hindia Belanda hingga dengan lahirnya Undang-Undang 
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Penjelasan Umum UU No. 30 Tahun 2014. 
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Michael Barama, Pelaksanaan Pemerintahan Daerah dan Penerapan Sanksi Administrasi 
Dalam Peraturan Daerah...., h. 29. 
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Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, dimana didalamnya 
ada yang mengatur tentang desa. 
Pada masa pemerintahan Hindia Belanda dengan landasan Pasal 118 
dan Pasal 128 IS (Indische Staatsregeling) yang menyatakan tentang 
wewenang warga masyarakat desa untuk memilih sendiri kepala desa yang 
disukai sesuai dengan adat kebudayaan setempat daerah masing-masing. 
Pengaturan lebih lanjut dalam 160 B (Inslansche Ordonnantie 
Buitengewesten) I.N. 1938 No. 490 yang berlaku sejak 1 Januari 1939 I.N. 
1938 No. 681. Nama dan jenis persekutuan masyarakat asli ini adalah Bumi 
Putera.Persekutuan masyarakat asli di Jawa dan Bali disebut 
desa.Sedangkan dibekas Karesidenan Palembang disebut Marga dan bekas 
Karesidenan Bangka Belitung disebut Haminte.
32
 
Pada awal kemerdekaan Republik Indonesia, istilah penggunaan 
pemerintah marga terdapat dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, hal 
tersebut diatur dalam penjelasan angka II.Kemudian, pada tahun 1979 
ditetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan 
Desa.Undang-Undang ini mengatur desa dari segi pemerintahannya, 
berbeda dengan pemerintahan marga disamping mengatur pemerintahan 
juga mengatur adat istiadat. 
Selanjutnya atas dasar pertimbangan bahwa Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 1979 tidak sesuai dengan jiwa Undang-Undang Dasar 1945, dan 
perlunya mengakui dan menghormati hak asal-usul yang bersifat istimewa 
                                                             
32
 Widjaya, Pemerintahan Desa/Marga, Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 
Tentang Pemerintahan Daerah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 118. 
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sehingga perlu diganti atau dicabut. Penggantian Undang-Undang ini 
dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 
Pemerintah Daerah, dimana didalamnya ada yang mengatur tentang desa. 
Pemerintah desa merupakan sub sistem dalam penyelenggaraan sistem 
pemerintahan negara. Oleh karena itu, tujuan diembannya pemerintahan 
desa adalah sama dengan tujuan yang diemban oleh pemerintah pusat, yaitu 
mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana yang dirumuskan dalam 
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah desa sebagai 
penyelenggara pemerintahan dilaksanakan kepala desa yang dibantu 
perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa, dalam 
penyelenggaraan pemerintah yang terlihat dari aspek-aspek pengelolaannya, 




Pemerintahan desa adalah satu aspek sosio politik yang tak 
terpisahkan dari aspek-aspek lainnya dalam skala pembangunan ditanah air 
kita.
34
 Pemerintahan desa juga sebagai alat pemerintah ialah satuan 
organisasi terendah pemerintahan Republik Indonesia, yang berdasarkan 
asas dekonsentrasi (pelimpahan wewenang) ditempatkan di bawah dan 




                                                             
33Sugiman, “Pemerintahan Desa”. Binamulia Hukum, Vol. 7 No. 1(Juli 2018), h. 83. 
34
M. Solly Lubis, Perkembangan Garis Politik dan Perundang-Undangan Mengenai 
Pemerintahan di Daerah, (Bandung: Penerbit Alumni, 1983), h. 313. 
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Pemerintahan desa merupakan hal terpenting dalam suatu 
desa.pemerintah desa mengatur seluruh kepentingan masyarakat desa, 
termasuk dalam hal kewenangan.Dimana kewenangan tersebut bertujuan 
untuk memajukan dan mensejahterakan warga desa setempat. Seperti yang 
dijelaskan  
Pasal 1: (2) Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 
dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem 
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
36
 
Pasal  23: Pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa.
37
 
Pasal 25: Pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah 
kepala desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu 
oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain.
38
 
Menurut Pasal 1, 23, dan 25 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
Tentang Desa diatas, pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem 
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa 
diselenggarakan oleh pemerintah desa, pemerintah desa terdiri atas kepala 
desa yang dibantu oleh perangkat desa. 
Perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala 
desa terdiri dari sekretariat desa yang dipimpin oleh sekretaris desa, 
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Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 ayat (2). 
37
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 23. 
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Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 25. 
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Pasal 26 : (1)  Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, 
melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan 
desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
40
 
Menurut pasal di atas, kepala desa merupakan bagian dari pemerintah 
desa yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan 
pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan 
masyarakat desa. 
Pelaksanaan tugasnya, kepala desa wajib untuk menyampaikan 
laporan yang berkaitan dengan penyelenggaraaan pemerintahan desa setiap 
akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota, badan permusyawaratan desa, 
dan masyarakat desa secara tertulis. 
Selain menyampaikan tugas, kepala desa juga mempunyai larangan 
dalam menjalankan jabatannya. Yaitu, kepala desa dilarang merugikan 
kepentingan umum, membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, 
melakukan tindakan diskriminatif terhadap masyarakat, melakukan korupsi, 
menjadi pengurus partai politik, merangkap jabatan, ikut serta dalam 
kampanye pemilu kepala daerah, melanggar sumpah/janji jabatan, dan 
meninggalkan tugas selama 30 hari kerja secara berturut-turut tanpa alasan 
yang jelas. 
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Bambang Bambang, Memahami Peraturan Pemerintah Tentang Desa, (Bandar Lampung: 
Sai Wawai, 2016), h. 15. 
40
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 26 ayat (1). 
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Pasal 33: Pada saat pencalonan kepala desa, warga haruslah memenuhi 
persyaratan yang telah ditetapkan, yaitu:
41
 
a. Warga Negara Republik Indonesia; 
b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 
c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan 
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, serta 
mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika; 
d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama 
atau sederajat; 
e. Berusia paling rendah 25 tahun pada saat mendaftar; 
f. Bersedia dicalonkan sebagai kepala desa; 
g. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal didesa 
setempat paling kurang 1 tahun sebelum pendaftaran. 
h. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara; 
i. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan 
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap 
karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 
penjara paling singkat 5 tahun atau lebih, kecuali 5 tahun 
setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan 
secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang 
                                                             
41 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2104 Tentang Desa, Pasal 33. 
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bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku 
kejahatan berulang-ulang; 
j. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan 
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; 
k. Berbadan sehat; 
l. Tidak pernah sebagai kepala desa selama 3 kali masa jabatan. 
Calon kepala desa tersebut dipilih langsung oleh penduduk desa yang 
sudah berumur 17 tahun atau sudah pernah menikah dan dilaksanakan 
secara serentak diseluruh wilayah kabupaten/kota.Pemilihan tersebut 
haruslah bersifat jujur dan adil. 
Ketika menjalankan jabatannya, kepala desa memegang jabatan 
selama 6 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat menjabat paling 
banyak 3 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-
turut. Dan didalam masa jabatannya tersebut kepala desa dapat juga berhenti 
dari jabatannya.Berhentinya kepala desa disebabkan oleh beberapa hal yaitu 
karena meninggal dunia, permintaan sendiri, ataupun diberhentikan. 
Kepala desa dapat diberhentikan karena beberapa sebab yaitu karena 
berakhir masa jabatannya, tidak dapat melaksanakan tugas secara 
berkelanjutan, tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon kepala desa, atau 
melanggar larangan sebagai kepala desa.Pemberhentian tersebut ditetapkan 
oleh bupati/walikota. 
Kepala desa juga dibantu oleh perangkat desa.Perangkat desa itu 
sendiri terdiri dari sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksanaan 
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teknis.perangkat desa diangkat oleh kepala desa setelah dikonsultasikan 
dengan camat atas nama bupati/walikota. Setiap warga desa berhak untuk 
mencalonkan diri sebagai perangkat desa, dengan syarat berpendidikan 
paling rendah sekolah menengah umum (SMU) atau yang sederajat, berusia 
20 tahun sampai dengan 42 tahun dan bertempat tinggal didesa paling 
kurang 1 tahun sebelum pendaftaran. 
Adapun beberpa hal yang dapat menyebabkan perangkat desa berhenti 
pada masa jabatannya, yaitu karena meninggal dunia, permintaan sendiri, 
atau diberhentikan. Pemberhentian perangkat desa tersebut ditetapkan oleh 
kepala desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama 
bupati/walikota. Adapun sebab-sebab dari pemberhentian perangkat desa 
dikarenekan usianya telah genap 60 tahun, berhalangan tetap, tidak lagi 
memenuhi syarat sebagai perangkat desa, atau melanggar larangan sebagai 
perangkat desa. 
Selain kepala desa dan perangkat desa, didalam suatu desapun 
terdapat badan pemusyawaratan desa (BPD). Badan permusyawaratan desa 
atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan 
fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa 
berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Masa 
keanggotaan badan permusyawaratan desa selama 6 tahun terhitung sejak 
tanggal pengucapan sumpah dan paling banyak 3 kali menjabat secara 
berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. 
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Pasal 58: (1) Jumlah anggota badan permusyawaratan desa ditetapkan 
dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 orang dan paling banyak 
9 orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, dan 
kemampuan keuangan desa. 
(2) Peresmian anggota badan permusyawaratan desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 
keputusan bupati/walikota. 
(3) Anggota badan permusyawaratan desa sebelum memangku 
jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama 
dihadapan masyarakat dan dipandu oleh bupati/walikota atau 
pejabat yang ditunjuk. 
(4) Susunan kata sumpah/janji anggota badan permusyawaratan 
desa sebagai berikut: 
“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya kan 
memenuhi kewajiban saya selaku anggota badan 
permusyawaratan desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-
jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat 
dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai 
dasar negara,dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan 
demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan 
Perundang-Undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku 
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bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia”.42 
Jumlah anggota badan permusyawaratan desa ditetapkan dengan 
jumlah gasal, paling sedikit 5 orang dan paling banyak 9 orang, dengan 
memprhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan keuangan 
desa. Pimpinan badan permusyawaratan desa terdiri atas 1 orang ketua, 1 
orang wakil ketua, 1 orang sekretaris.Pimpinan badan permusyawaratan 
desa dipilih oleh anggota badan permusyawaratan desa secara langsung 
dalam rapat internal badan permusyawaratan desa yang diadakan secara 
khusus, dan rapat tersebut untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua 
dan dibantu oleh anggota termuda. 
Selanjutnya tak kalah penting adalah lembaga kemasyarakatan desa 
(LKD), lembaga yang dibentuk berdasarkan prakarsa pemerintah dan 
masyarakat desa. Lembaga ini bertugas untuk melakukan pemberdayaan 
masyarakat desa, ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan 
pembangunan, dan meningkatkan pelayanan masyarakat desa. Dalam 
melaksanakan tugasnya, lembaga kemasyarakatan desa memiliki fungsi 
sebagai berikut: 
a. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. 
b. Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat. 
c. Meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan pemerintah desa 
kepada masyarakat desa. 
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Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 58. 
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d. Menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan 
mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif. 
e. Menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, 
partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat. 
f. Meningkatkan kesejahteraan keluarga. 
g. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. 




Pasal 71: (1) Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang 
dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang 
dan barang yang berhubungan pelaksanaan hak dan 
kewajiban desa. 
(2) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 




Desa saat menjalankan pemerintahan desa haruslah memiliki 
rancangan APBD.Anggaran pendapatan dan belanja desa merupakan 
keuangan dan aset desa yang berupa uang dan barang. Pendapatan desa 
bersumber dari: 
a. Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan 
partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa. 
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Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 150. 
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Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 71. 
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b. Alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara. Alokasi APBN 
bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program yang 
berbasis desa secara merata dan berkeadilan. 
c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota. 
Bagian hasil pajak ini paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari pajak dan 
retribusi daerah. 
d. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang 
diterima kabupaten/kota. Alokasi dana desa paling sedikit 10% dari dana 
perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan 
dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Bagi 
kabupaten/kota yang tidak memberikan dana alokasi dana desa, 
pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar 
Alokasi dana perimbangan setelah dikurangi dana alokasi khusus yang 
semestinya disalurkan kedesa. Bantuan keuangan dari anggaran 
pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan 
belanja daerah kabupaten/kota. ADD (alokasi dana desa) yang berjumlah 
kurang dari Rp. 500.000.000,00 digunakan maksimal 60%, ADD 
(anggaran dana desa) Rp. 500.000.000,00 -Rp. 700.000.000,00 
digunakan maksimal 50%, ADD Rp. 700.000.000,00 - Rp. 
900.000.000,00 digunakan maksimal 40%, dan ADD diatas Rp. 
900.000.000,00 digunakan maksimal 30%. 
e. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. 
33 
 
f. Lain-lain pendapatan desa yang sah.45 
Belanja desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan 
ketentuan, paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja desa untuk 
mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk belanja operasional 
pemerintahan desa dan intensif rukun tetangga dan rukun warga, 
pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan 
pemberdayaan desa. Serta paling banyak 30% dari jumlah anggaran belanja 
desa untuk mendanai penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, 








a. Hak desa adalah: 
1) Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak 
asal-usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa. 
2) Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa. 
3) Mendapatkan sumber pendapatan. 
b. Kewajiban desa adalah: 
1) Melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan 
masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan 
NKRI. 
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Bambang Bambang, Memahami Peraturan Pemerintah Tentang Desa...., h. 15. 
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Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 100. 
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 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 67-68. 
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2) Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa. 
3) Mengembangkan kehidupan demokrasi. 
4) Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa. 
5) Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa. 
Selain desa yang diatur harus memenuhi hak dan kewajibannya, 
masyarakatpun memiliki hak serta kewajibannya dalam sebuah desa. 
a. Hak masyarakat adalah; 
1) Menerima dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa serta 
mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan 
pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan 
pemberdayaan masyarakat desa. 
2) Memperoleh pelayanan yang sama dan adil. 
3) Menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara 
bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan 
desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan 
desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. 
4) Memilih, dipilih, dan/atau ditetapkan menjadi kepala desa, perangkat 
desa, anggota BPD, anggota LKD. 
5) Mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari dari gangguan 
ketentraman dan ketertiban didesa. 
b. Kewajiban masyarakat adalah: 
1) Membangun diri dan memelihara lingkungan desa. 
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2) Mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, 
pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan 
pemberdayaan masyarakat desa yang baik. 
3) Mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tentram 
didesa. 
4) Memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, 
permufakatan, kekeluargaan, dan kegotong royongan didesa. 
5) Berpartispasi dalam berbagai kegiatan desa. 
Setelah melihat aturan-aturan yang terdapat dalam Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, unsur penyelenggara kewenangan diatas 
yang mempengaruhi baik buruknya kewenangan suatu desa. Selanjutnya 
pemerintah yang telah menerima amanah harus mengambil kewenangan 
dalam menjalankan pemerintahan, guna mewujudkan desa yang makmur 
dan sejahtera. 
Pasal 18: kewenangan desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan 
pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan 
kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa 




Desa dalam penyelenggaraan pemerintah harus sesuai dengan asas-
asas, yang tercantum dalam: 
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 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 18. 
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Pasal 24: Penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asas:
49
 
a. Kepastian hukum; 
b. Tertip penyelenggaraan pemerintah; 





h. Efektivitas dan efisiensi; 
i. Kearifan lokal; 
j. Keberagaman; dan 
k. Partisipatif. 
Dijelaskan lebih terperinci tentang kewenagan desa di Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang 
kewenangan Desa. 
Pasal 6: Jenis kewenangan desa:
50
 
a. Kewenagan berdasarkan hak asal-usul; 
b. Kewenangan lokal berskala desa; 
c. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah 
daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota; 
d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah 
daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota. 
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Kreteria kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul antara lain, 
merupakan warisan sepanjang masih hidup, sesuai perkembangan 
masyarakat, dan apabila hal tersebut masih sesuai dengan prinsip NKRI. 
Selanjutnya keriteria kewenangan lokal berskala desa adalah sesuai dengan 
kepentingan masyarakat desa tersebut, mampu dan efektip untuk dijalankan, 
muncul karena perkembangan dan prakarsa masyarakat desa, serta program 
yang telah diberikan kedesa. 
Kreteria kewenangan yang telah diserahkan pemerintah yang lebih 
tinggi harus sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan sumber daya 
manusia didesa, memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan 
akuntabilitas, meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan 
pemerintahan desa, serta mendorong prakarsa dan partisipasi masyarakat, 
juga meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa. Yang terakhir 
kriteria kewenangan lainnya yang ditugaskan pemerintah yang lebih tinggi 
adalah urusan pemerintahan umum dan tugas pembantuan, sesuai dengan 
prinsiip efisiensi, mempercepat penyelenggaraan pemerintahan, dan 
kepentingan nasional yang bersifat khusus dan strategis.
51
 Selanjutnya 
pemerintah desa memiliki tujuan untuk mencapai tujuan desa itu sendiri, 
dan tujuan itu antara lain: 
a. Dari segi politis bertujuan untuk menjaga tetap tegaknya dan utuhnya 
NKRI berdasarkan UUD 1945, yang dikontribusikan dalam peraturan 
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pemerintahan yang memberi peluang untuk masyarakat ikut sreta dalam 
mekanisme pemerintahan dan pembangunan. 
b. Dari segi formal dan konstitusional yang bertujuan untuk melaksanakan 
ketentuan dan amanat UUD 1945 dan perundangan yang mengatur desa. 
c. Dari segi operasional yang bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan 
hasil guna penyelenggaraan pemerintahan didesa, terutama dalam 
pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat. 
d. Dari segi administrasi pemerintah yang bertujuan untuk lebih 
memperlancar dan menertibkan tata pemerintah agar dapat 
terselenggaranya dengan efektif, produktif, dan efisien dengan cara 
menerapkan prinsip-prinsip rule of law dan demokrasi.
52
 
3. Pengertian Fiqh Siyasah 
Istilah fiqh siyasah ialah kalimat majemuk atau tarkib idhafi yang 
terdiri atas dua kata, yaitu fiqh dan siyasah.Pengertian secara etimologis, 
fiqhmerupakan kata yang berbentuk mashdar dari sebuah tashrifan kata 
faqiha-yafqahu-fiqhan yang berarti pemahaman yang mendalam serta akurat 
sehingga dapat memehami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu.Arti 
secara terminologis, fiqh cenderung didefinisikan sebagai ilmu tentang 
hukum-hukum syara’ yang bersifat perbuatan yang mudah dipahami dari 
dalil-dalil yang lebih terperinci.
53
 
Kata fiqh yang ditambah “ya nisbah”, gunanya ialah untuk 
menunjukkan suatu jenis.Secara etimologi, kata fiqh berasal dari sebuah 
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kata fiqhan yang merupakan masdhar dari kata fi‟ilmadhifaqihi yang 
memiliki arti paham. Katafiqh mempunyai arti paham atau memahami 
didukung oleh firman Allah: 
                           
                  
Artinya: ”Mereka berkata: “Hai Syu‟aib, kami tidak banyak mengerti 
tentang apa yang kamu katakan itu dan sesungguhnya kami benar-
benar melihat kamu seseorang lemah diantara kami; kalau 
tidaklah karena keluarga kamu tentulah kami telah merajam kamu, 
sedangkan kamupun bukanlah seorang yang berwibawa disisi 
kami.” (Q.S. Hud [11:91]). 
 
Dalam Al-Quran, makna fiqh sebenarnya lebih lebih dekat pada 
makna ilmu, sebagaimana firman Allah: 
                            
                          
Artinya: “Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (kemedan 
perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan diantara 
mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka 
tentang agama dan untuk memberi peringatan pada kaumnya 
apabila merka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat 
menjaga dirinya.” (Q.S Al-Taubah[9]: 122). 
 
Dari ayat yang disebutkan diatas, terlihat jelas bahwa pengertian kata 
fiqh lebih mengarah kesuatu ilmu pengetahuan agama yang memiliki sifat 
secara umum meliputi berbagai aspeknya. Sementara dari kajian ushul al-
fiqh, fiqh dimaknai dengan pengetahuan tentang hukum-hukum syara‟ yang 
memiliki sifat amaliah yang digali dari dalil-dalil yang lebih terperinci. 
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Pengertian ini menunjukkan bahwa  fiqh adalah hasil ijtihad yang telah 
dilakukan oleh para ulama melalui kajian-kajian dalil tentang berbagai 
macam persoalan hukum, baik yang disebutkan secara langsung maupun 
tidak secara langsung didalam Al-Quran dan As-Sunnah.
54
 
Kata siyasah yang berasal dari kata sasa, berarti mengatur, mengurus, 
dan memerintah atau pemerintahan, politik dn pembuatan kebijakan. 
Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah 
mengatur, mengurus, dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat 
politis untuk mencakup sesuatu.
55
Siyasah menurut bahasa adalah 
mengandung beberapa arti yaitu, mengatur, mengurus, memerintah, 
memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik.Siyasah 
secara terminalogis dalam lisan al-arab, siyasah adalah mengatur atau 
memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan.
56
 
Pengertian fiqh siyasah adalah ilmuyang mempelajari hal ihwal dan 
seluk beluk dari pengaturan-pengaturan urusan umat manusia dan negara 
denagn berbagai bentuk hukum atau aturan.Hukum atau peraturan yang 
telah dibuat oleh manusia itu sendiri yang harus sesuai dan sejalan dengan 
dasar-dasar syari‟at yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat. 
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a. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah 
Banyak pendapat ulama mengenai ruang lingkup kajian fiqh 
siyasah, para ulama membaginya menjadi beberapa bidang.Seperti 
pendapat Imam al-Mawardi, yang membagi ruang lingkup kajian 
fiqhsiyasah mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang siyasah 
dusturiyyah (peraturan perundang-undangan), siyasah maliyyah 
(ekonomi dan moneter), siyasah qadha‟iyyah (peradilan), siyasah 




b. Dasar Hukum Fiqh Siyasah 
Dilihat dari pengertiannya sudah dapat dimengerti bahwa sumber-
sumber fiqh siyasah.Fiqh siyasah merujuk dari nash-nash Al-quran dan 
Hadist, yang merupakan acuan segala hukum Islam.Al-Quran dan Hadis 
merupakan sumber hukum pertama yang memuat prinsip-prinsip dasar 
untuk membangkitkan kesadaran manusia yang lebih tinggi dalam 




Al- Quran sebagai kalam Allah Swt. yang merupakan wahyu 
yang diturunkan melaluli malaikat Jibril kepada nabi Muhammad 
Saw.yang berbahasa arab dengan makna yang sudah pasti benar dan 
terjamin kebenarannya hingga akhir zaman. Agar menjadi hujjah bagi 
Rasulullah dalam pengakuannya sebagai rasul, juga sebagai undang-
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umdang yang dijadikan pedoman oleh seluruh umat manusia yang 
beragama Islam dan sebagai amal bila dibaca.
59
 Allah Swt. berfirman: 
 
                     
                        
              
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah 
Rasul(Nya), dan Ulil Amri diantara kamu. Kemudian jika 
kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka 
kembalikanlah ia kepada Allah (Quran) dan Rasul (Sunnah), 
jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari 
kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih 
baik akibatnya.” (Q.S. An-Nisa [4]: 59). 
 
Perintah pada taatilah Allah dan amalkan isi kitabNya, 
selanjutnya taatila Rasulullah, karena beliaulah yang menerangkan 
bagi setiap manusia semua apa yang telah diturunkan kepada mereka. 
Dimana telah ditetapkan bahwa diantara manusia ada rasul yang akan 




Kemudian taatlah kepada ulil amri, yakni para umara, hakim, 
ulama, dan seluruh pemimpin yang menjadi tempat kembalinya 
manusia dalam kebutuhandan maslahat umum.Apabila mereka telah 
menyepakati suatu urusan atau hukum, maka hal tersebut wajib diikuti 
atau ditaati.Hal yang harus diperhatikan, mereka harus bisa dipercaya 
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serta tidak menyalahi perintah Allah dan rasulNya, dan didalam 
pembahasan serta saat menyepakati tidak ada pihak yang memaksa 
dan merasa terpaksa. Bila terjadi perselishan dan tidak ada titik terang 
maka kembalikanlah kepada Allah (quran) dan Rasul (sunnah). 
2) As-Sunnah 
Selain Al-Quran yang dijadikan dasar hukum dalam fiqh 
siyasah, ada pula sunnah yang juga digunakan sebagai dasr hukum. 
Sunnah ialah hal-hal yang datangnya dari Rasulullah, baik hal tersebut 
ucapan, perbuatan, atau ketetapan beliau.
61
 
c. Fiqh Siyasah Dusturiyah 
Dusturiyah bersal dari bahasa Persia yang berarti dusturi.Semula 
artinya adalah seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang 
politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini 
digunakan untuk menunjukkan anggota kependekatan (pemuka agama) 
zoroaster (Majusi). Setelah mengalami penyerapan kedalam bahasa 




Menurut istilah dusturiyah berarti kumpulan kaidah yang mengatur 
dasar dan hubungan kerja sama antar sesama anggota masyarakat dalam 
sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis 
(konstitusi). 
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Dapat disimpulkan bahwa siyasah dusturiyahadalah bagian fiqh 
siyasah yang membahas perundang-undangan negara, dalam hal ini juga 
dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi, (undang-undang dasar 
negara dan sejarah lainnya perundang-undangan dalam suatu negara), 
legislasi, (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga 
demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-
undangan tersebut. Disamping itu, kajian ini juga membahas konsep 
negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara 




Nilai-nilai yang diletakkan dalam perumusan undang-undang dasar 
adalah jaminan atas hak asai manusia setiap anggota masyarakat dan 
persamaan kedudukan semua orang dimata hukum.Tanpa memandang 
kedudukan status sosisal, materi, pendidikan, dan agama. Sehingga 
tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan 
kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang 
merupakan prinsip fiqh siyasah dusturiyah akan tercapai.
64
 
1) Ruang Lingkup Fiqh Siyasah Dusturiyah 
Fiqh siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang 
sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut dan 
persoalan fiqh siyasah dusturiyah umumnya tidak lepas dari dua hal 
pokok: pertama, dalil-dalil kulliy yang berisikan ayat-ayat Al-Quran 
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maupun As-Sunnah,maqashid al-shari‟ah, dan semangat ajaran Islam 
didalam mengatur masyarakat yang tidak akan berubah bagaimanapun 
perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadikan 
didalam mengubah masyarakat dan menjadikan sebagai aturan dasar 
dalam menetapkan hukum.Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah 
karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk didalamnya hasil 
ijtihad para ulama yang disebut dengan fiqh. 
Apabila dipahami penggunaan kata dustursama dengan 
constitution dalam bahasa Inggris, atau undang-undang dasar dalam 
bahasa Indonesia. Kata dasar dalam bahasa Indonesia tidaklah 
mustahil bersal dari kata dusturiyah. Sedangkan penggunaan istilah 
fiqh siyasah dusturiyah, merupakan nama satu ilmu yang membahas 
masalah-masalah pemerintahan dan kenegaraan dalam arti luas, 
karena didalamnya terdapat sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan 
kekuasaan didalam pemerintahan suatu negara. Dusturiyah dalam 
suatu negara sudah tentu peraturan perundang-undangan dan aturan-
aturan lainnya, peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan 
dengan peraturan dusturiyah itu sendiri.Dusturiyah dalam konteks 
Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan acuan 
dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di 




a) Al-Quran, yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-
prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil kulliy dan semangat 
ajaran al-Quran. 
b) Al-Hadist, yaitu hadist yang berhubungan dengan imamah, dan 
kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah SAW. Di dalam 
menerapkan hukum dinegeri Arab.
65
 
c) Kebijakan Khulafa al-Rasyidin, yaitu kebijakan pemimpin-
pemimpin setelah Rasul wafat, walaupun mereka memilik cara 
berbeda dalam gaya pemerintahan yang diterapkan namun, satu hal 
yang perlu diingat adalah semua dari merka mengutamakan pada 
kemaslahatan umat atau rakyat. 
d) Ijtihad ulama, dalam masalah pemerintahan ijtihad ulama sangatlah 
penting dan membantu dalam memahami semangat dan prinsip fiqh 
dusturiyah. Terlebih lagi perkembangan zaman membuat perlunya 
ijtihad-ijtihat para ulama untuk menentukan hal yang relevan pada 
zamannya. 
e) Adat dan Kebiasaan, tentunya adat dan kebiasaan yang tidak 
bertentang dengan syariat. Biasanya hal ini adalah hal yang tidak 
tertulis, atau yang sering disebut dengan istilah konvensi.
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Fiqh siyasah dusturiyah merupakan sama halnya dengan 
undang-undang dasar suatu negara yang dijadikan rujukan aturan 
perundang-undangan dalam menegakkan hukum. Menurut Abdul 
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Khalaf Wahab dalam bukunya yang berjudul al-Siyasah al- 
Syar‟iyyah, prinsip-prinsip yang diletakkan dalam Islam dalam 
perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan hak asasi manusia 
setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang 
dimata hukum, tanpa membedakan stratifikasi sosial, kekayaan, 
pendidikan, dan agama. Pembahasan tentang konstitusi ini juga 
berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan 
disuatu negara untuk diterapkan, baik sumber material, sumber 
sejarah, sumber perundang-undangan, maupun sumber penafsirannya. 
Sumber material adalah hal-hal yang berkenaan dengan materi 
pokok dan objek kajian undang-undang dasar.Inti persoalan dalam 
sumber konstitusi ini adalah peraturan tentang hubungan antara 
pemerintah dan rakyat yang diperintah yang harus menimbulkan 
kemaslahatan bersama. Perumusan konstitusi tersebut tidak dapat 
dilepaskan dari latar belakang pembentukan sejarah negara yang 
bersangkutan.Baik masyarakatnya, politik, maupun kebudayaannya, 
materi dalam konstitusi itu harus sejalan dengan konspirasi dan jiwa 
masyarakat dalam negara tersebut, karena itu merupakan cita-cita 
masyarakat yang ditampung dan harus diwujudkan bersama melalui 
penguasa. Dalam pembagiannya fiqh siyasah dusturiah dapat dibagi 
menjadi beberapa bidang, yaitu sebagai berikut: 
a) Bidang siyasah tasyri‟iyyah, bidang yang termasuk dalam 
persoalan ahlul halli wa aqdi, persoalan perwakilan rakyat, 
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hubungan muslim dan non muslim didalam suatu negara, seperti 
undang-undang dasar, undang-undang, peraturan pelaksanaan, 
peraturan daerah, dan sebagainya. 
b) Bidang siyasah tanfidiyah, termasuk didalamnya persoalan tentang 
imamah, bai‟ah, wizarah, waliy al-ahadi, dan lainnya. 
c) Bidang siyasah qadlaiyyah, yang didalamnya mengatur tentang 
masalah-masalah peradilan. 




2) Dasar Hukum Siyasah Dusturiyah 
a) Al-Quran adalah sumber pokok aturan agama Islam yang dijadikan 
dasar dalam menemukan dan membuat hukum. Didalamnya 
merupakan kumpulan kalam Allah SWT. yang berisikan firman-
firmanNya dalam beragam bentuk hukum didalamnya. Karena al-
Quran diyakini berasal dari Allah SWT. dan teks-teksnya dianggap 
suci, maka setiap muslim harus mengakui sebagai pondasi segala 
macam superstruktur Islam.
68
 Para tokoh muslim banyak mencatat 
bahwasanya al-Quran merupakan satu-satunya sumber yang paling 
tinggi dalam menentukan hukum-hukum lainnya, karena al-Quran 
tidah pernah mengalami kondisi dan perubahan apapun walau 
perkembangan zaman terus berlanjut. 





Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam....,h. 273. 
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b) As-Sunnah secara harfiah adalah suatu praktik kehidupan yang 
membudaya atau suatu norma prilaku yang diterima secara 
komunal oleh masyarakat yang meyakininya, meliputi segenap 
ucapan dan tingkah laku serta ketetapan Rasulullah SAW. Proses 
periwayatan sunnah biasanya disaksikan oleh beberapa orang yang 
mengetahui langsung kejadiannya tersebut dan disampaikan dari 
generasi kegenerasi sejak zaman Rasul hingga akhir dari perawi 
yang meriwayatkan, dengan meneliti sederetan perawi yang 
berkesinambungan.
69
 Berikut contoh sunnah yang berkaitan dengan 
pemimpin: 
 ُد َّمَحُم َاَنث َّدَح َليِؼ َْسَ
ّ
إ ُنْب ُِتِاَح َاَنث َّدَح ٍّيَِّرب ِنْب ِر َْبَ ُنْب َُِّلِػ َاَنث َّدَح
 َغ َنَل َْعَ ُنْب َّنَأ ِّيِرْدُْخلإ ٍديِؼَس ِبَِأ ْنَغ َةََملَس ِبَِأ ْنَغ ٍعِفَنَ ْن
 ٍرَفَس ِفِ ٌَةثََلث َجَرَخ إَذ
ّ
إ َلَاق َ َّلََّسَو ِوَْيَلػ ُ َّللَّإ َّلََّص ِ َّللَّإ َلوُسَر
 ُْهَدَحَأ إوُر ِّمَؤُْيَلف 
Artinya: “apabila ada tiga orng yang keluar dalam suatu 
perjalanan, maka hendaknya mereka menunjuk salah 
seorang dari mereka sebagai pemimpin.” (H.R. Abu Daud 
No. 2241) 
c) Ijma (konsensus) dalam hukum Islam ijma merupakan suatu 
keputusan bersama untuk menentukan suatu hukum yang baik demi 
kemaslahatan umat, dengan melakukan musyawarah. Musyawarah 
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ini timbul dari pemikiran kalangan ulama mufti, ahli fiqh,maupun 
jajaran pemerintahan. Apabila dari musyawarah tersebut terdapat 
beberapa orang yang tidak setuju dengan hasil keputusan mayoritas 
peserta musyawarah, maka ijma tersebut dinyatakan batal.
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Adapun dalil al-Quran yang menerangkan tentang ijma, yaitu 
sebagai berikut: 
                    
                      
                 
Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan 
taatilah Rasul(Nya), dan Ulil Amri diantara kamu. 
Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang 
sesuatu, mala kembalikanlah ia kepada Allah(al-Qur‟an) 
dan Rasul(as-Sunnah), jika kamu benar-benar beriman 
kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu 
lebih utama(bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S. An-
Nisa [4]: 59). 
 
d) Qiyas adalah metode logika yang digunakan untuk memecahkan 
suatu masalah yang berkenaan dengn legalitas suatu bentuk prilaku 
tertentu dengan cara menetapkan satu kaitan positif atau negatif 
antara bentuk prilaku yang lainnya dengan suatu prinsip 
umum.
71
Metode qiyas ini biasanya digunakan untuk menentukan 
hukum yang jelas ada berbagai permasalahan yang banyak dan 
kompleks. Qiyas biasanya menggunakan dalil-dalil Quran maupun 
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Hadist yang sekiranya sama bentuk perbuatan hukum yang 
dihadapi. Adapun qiyas terbagi menjadi dalam: 
(1) Qiyas al-Aulawi adalah analogi yang illat hukum cabangnya 
(far‟u) lebih kuat dari pada illat pada hukum dasarnya. Artinya, 
suatu yang telah dijekaskan dalam al-Quran atau al-Hadist 
tentang keharamannya melakukannya dalam jumlah sedikit, 
maka melakukan dalam jumlah banyak keharamnnya lebih 
utama. Sedikit ketaatan yang yang dipuji apabila dilakukan, 
maka melakukan ketaatan yang banyak lebih patut dipuji. Suatu 
yang mubah atau diperbolehkan dilakukan dalam jumlah yang 
banyak, maka lebih utama apabila dilakukan dalam jumlah 
sedikit. 
(2) Qiyas al-Mushawi adalah qiyas yang kekuatan illat pada hukum 
cabang sama dengan hukum asal. Qiyas ini juga disebut dengan 
istilah qiyasfi ma‟na al-asal (analogi terhadap makna hukum 
asal) yakni al-Quran dan as-Sunnah, qiyas jail (analogi yang 
jelas), dan qiyas bi nafsi al-fariq (analogi tanpa perbedaan illat). 
Imam Syafi’i tidak menjelaskan qiyas bagian kedua ini dengan 
jelas. Pembahasan mengenai qiyas ini hanya bersifat dalam 
pernyataan. “Ada ulama yang berpendapat seperti ini, yaitu apa-
apa yang berstatus halal, maka ia menghalalkannya, dan apa-apa 
yang berlabel haram, maka ia mengharamkannya”. Maksud dari 
pernyataan ini adalah qiyas yang memiliki persamaan illat pada 
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hukum cabang dan hukum al-asal. Dari pernyataan Imam al-
Ghazali tampaknya setuju mengkategorikan kesimpulan ini 
dalam bahasan qiyas. Sebagaimana disebutkan dalam kitab al-
Mustashfa. “Tingkatan yang kedua adalah kandungan makna 
pada nash yang tersirat illat sama dengan yang tersurat, yakni 
tidak lebih kuat atau lebih rendah”. Sehingga disebut juga 
sebagai qiyas fi ma‟na al-asal. Namun para ulama masih 
berbeda pendapat seputar pemahaman qiyas ini. 
(3) Qiyas al-Adna adalah analogi yang illat pada hukum 
cabangnya(far‟) lebih lemah daripada illat pada hukum 
dasarnya. Dalam kitab ar-Risalah, Imam Syafi’i berkata, 
“sebagian ulama enggan menyebutkan sebagian qiyas, kecuali 
ada keungkinan kemiripan yang dapat ditetapkan dari dua 
makna yang berbeda. Lalu dianalogikan terhadap salah satu 
makna tersebut, bukan kepada yang lainnya.” Menurut Imam ar-
Rizi, Imam Syafi’i telah membagi qiyas jenis kedua ini kedalam 
dua bagian, yakni qiyas al-ma‟na(analogi yang didasarkan sebab 
hukum) dan qiyas al-syaba(analogi yang didasarkan kemiripan). 
Dalam kitab Manaqib asy-Syafi‟i ia menegaskan adanya illat 
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4. Prinsip-Prinsip Pemerintahan Dalam Fiqh Siyasah 
Menjalankan pemerintahan haruslah memiliki tata cara, tata cara 
tersebut haruslah sesuai dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. 
Adapun tata cara pemerintahan yang sesuai dengan syariat Islam meliputi 
cara pemimpin dalam mengemban tugasnya dalam menjalankan 
kewenangan guna mewujudkan kemaslahatan bagi rakyatnya, baik secara 
fisik matrial maupun kejiwaan (mental spritual). Hal ini sejalan dengan 
kaidah fiqh, adapun dalam menjalankan kewenangan dalam pemerintahan 




a. Semua yang mengandung mudharat harus dijauhi atau dihilangkan. 
b. Untuk menghilangkan serta menghindari hal mudharat,memiliki prinsip-
prinsipnya pula, yakni: dalam menghilangkan hal mudharat tidak 
diperbolehkan menempuh mudharat yan serupa atau yang lebih berat dan 
dalam menghindari mudharat boleh dilakukan dengan mudharat khusus 
(ringan), dengan catatan tidak ada jalan lain yang menjadi solusi. 
c. Menghindari hal yang mengandung kerusakan lebih diutamakan daripada 
sekedar mendatangkan kemaslahatan dan sekaligus menolak ke-
mudharatan. 
d. Pada prinsipnya dalam mencapai kemaslahatan, segala yang 
mendatangkan kesulitan hidup akan dihilangkan. 
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Agama Islam adalah agama yang diberkahi dan dijamin kebenarannya, 
Islam juga adalah agama yang mengatur seluruh maslah kehidupan manusia 
baik didunia maupun diakhirat kelak.Termasuk didalamnya Islam mengatur 
tentang bagaimana dalam menjalankan suatu pemerintahan dan politik, Al-
Quran dan Sunnah merupakan sebagai dasar hukum yang sudah mengatur 
dan menetapkan dasar dan prinsip-prinsipnya. Berikut adalah prinsip-prinsip 
pemerintahan dalam fiqh siyasah: 
a. Prinsip Persatuan dan Kesatuan 
Sebuah bangsa atau negara tidak akan mampu bertahan dan kokoh 
jika didalamnya tidak terdapat prinsip persatuan serta persaudaraan 
sesama warganya. Perstuan itu tidak juga terwujud jika tidak adanya 
kerja sama, setiap kelompok yang tidak terikat dengan kerja sama dan 
saling sayang tidak mungkin bersatu dalam satu prinsip untuk mencapai 
cita-cita bersama. Hal tersebut meripakan pondasi dan faktor 
terbentuknya negara yang kokoh.
74
 
Persatuan ini juga mengacu pada persaudaraan yang tidak 
memandang perbedaan.Sebagai contoh, hal ini telah diterapkan pada 
piagam Madinah, yang didalamnya menggambarkan bentuk hubungan 
antara golongan Islam dengan non Islam diberbagai aspek kehidupan.Hal 
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b. Prinsip Kebebasan 
Kebebasan adalah hak dasar dalam hidup yang dimiliki manusia, 
serta merupakan dari seseorang atau persamaan dan kemuliaan harkat 
martapat kemanusiaan orang lain. Sebuah kebebasan sangat dibutuhkan 
bagi manusia yang memang hidup ditengah masyarakat yang berbeda-
beda baik secara etnis, agama, kultur, dan ekonomi. Jika kebebasan tidak 
diterapkan maka akan terjadi pergejolakan antar satu golongan dengan 
golongan lain. Kebebasan akan membuat seseorang merasa eksistensinya 
dianggap dan diangkat serta dihargai harkat kemanusiaannya ditengah 
masyarakat. 
Oleh sebab itu, kebebasan adalah hal mutlak dan perlu untuk 
dikembangkan serta dijamin oleh negara agar terlaksananya keutuhan 
masyarakat. Terdapat beberapa kebebasan-kebebasan yang diperlukan 
oleh setiap manusia, yakni: kebebasan beragama, kebebasan dari 
perbudaakan, kebebasan dari kekurangan, kebebasan dari rasa takut, 
kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan dari penganiayaan, 
kebebasan bergerak, kebebasan memilih, dan sebagainya.
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c. Prinsip Hidup Bertetangga 
Manusia adalah makhluk sosial yang saling berinteraksi stu dengan 
lainnya, dalam kehidupan bertetangga tentu harus saling menghargai, 
tidak boleh saling menyusahkan terlebih lagi berbuat tindakan yang 
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keji.Sebab, keharmonisan dari sebuah hubungan dalam berteangga bisa 
menciptakan kesatuan dan persatuan masyarakat disebuah negara. 
Prinsip hidup bertetangga tidak boleh memandang sebuah 
perbedaan, manusia harus saling menghargai satu sama lain. Hal ini yang 
mendasari bahwa sifat hidup bertetangga adalah global, dimana tidak 
hanya mengatur antara tetangga dilingkungan masyarakat saja namun 
juga mengatur hidup bertetangga antar komunitas-komunitas yang berada 
atau tinggal diluar negara (city-state).
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Pada sebuah catatan sejarah Islam, Rasulullah saat 
mengadakansebuah perjanjian juga menjalin persahabatan dengan 
banyak komunitas yang berada diluar kota Madinah, yang juga 
menghormati hak mereka. Nabi juga menrapkan sikap cinta damai dan 




Dalam suatu negara yang menerapkan prinsip ini akan tercipta 
sebuah ketertiban juga keamanan bersama, bukan hanya itu sealanjutnya 
membuat beberapa negara yang berdekatan saling menjalin hubungan 
kerja sama yang baik, tidak saling menganggu, dan bahkan saling tolong 
menolong. 
d. Prinsip Perdamaian 
Untuk menguatkan solidaritas serta persatuan diperlukannya 
prinsip perdamaian bagi sebuah kelompok sosial (manusia), agar 







terwujudnya hubungan kerja sama juga saling memberikan dampak 
positif satu sama lain. Dalam hubungan tokoh Al-Mududi mengatakan: 
“Muslimin dianjurkan hidup damai dan bersahabat. Bila golongan non 
Muslim memperlihatkan sikapa bersahabat dan damai, muslimin juga 
harus bersikap demikian pada mereka.Berurusan secara jujur juga adil”.79 
Hal ini adalah suatu prinsip dalam Islam bahwa Allah 
SWT.melarang orang Islam terus bermusuhan terhadap musuh yang telah 
ingin berdamai dan menyerah. Sikap ini disebabkan agama Islam tidak 
memperbolehkan umatnya melanggar hak orang lain kecuali terhadap 
orang yang melanggar hak mereka, dan tidak pula memerangi mereka. 
Pada masa nabi, ada praktik Nabi dan umat Islam yang telah 
melakukan perdamaian dengan pihak musuh non Muslim, misalnya 
dengan pihak kaum musyrik dan kaum Yahudi.Dengan pihak kaum 
musyrik dikenal dengan sebutan shulh al-hudaibiyyat pada tahun 6 
hijriah.Perjanjian tersebut didalamnya berisi perdamaian antara umat 
Islam dengan kaum musyrik. 
Tidak berselang lama dengan perjanjian hudaibiah dengan kaum 
musyrik, Nabi kemudian menerima perdamaian dari pihak kaum Yahudi 
yang berada di Khaibar.Perdamaian ini terjadi setelah kalahnya kaum 
Yahudi Khaibar saat berperang dengan umat Islam. Sementara itu kaum 
Yahudi yang bermukim di Fadak, setelah mendengar kabar adanya 
kekalahan Yahudi Khaibar mereka segera membuat kesepakatan damai 





dengan cara menyerahkan setengah harta benda mereka tanpa terjadinya 
perang. Serupa halnya dengan kaum Yahudi yang menepati wilayah 
Taima, mereka menyerah sebelum terjadinya peperangan dan mereka 
bersedia membayar jizyah (pajak).
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Melihat banyak sejarah diatas membuktikan perdamaian adalah hal 
yang penting, karena merupakan syarat utama terlaksananya hubungan 
yabg baik antar kelompok-kelompok sosial disebuah negara.Bahkan 
dalam Islam perdamaian bersifat universal, tanpa batas, dan tana 
memandang perbedaan. 
e. Prinsip Pelaksanaan Hukum 
Sebuah pemerintahan haruslah berlaku adil jika memiliki kaitan 
dengan berbuat ihsan (kebaikan), dan harus melarang kemungkaran juga 
permusuhan serta kejahatan.Karena hal ini dilakukan untuk keadilan 
yang ingin dicapai, melaksanakan kebaikan itu juga berarti memenuhi 
hukum-hukum yang berlaku. Jiga hukum telah diterapkan dengan baik, 
maka keadilan akan terpenuhi. 
Aktivitas hidup manusia dalam Al-Quran dituntun untuk 
melaksanakan keadilan baik tentang imbangan maupun takaran.Untuk 
bersikap adil maka harus melakukan dengan jujur tanpa melakukan 
kecurangan, tak diperkenankan untuk mengurangi timbangan atau 
takaran sedikitpun.Karena itu berkaitan dengan hak orang lain, hal ini 









Dalam kehidupan sosial hingga politik, umat Muslim diperintahkan 
supaya mendamaikan dua kelompok mukmin yang berselisih secara adil 
dan mengembalikan hak mereka secara adil. Umat Muslim juga 
diperintahkan agar berlaku adil dan baik, serta memberikan apa yang 
menjadi hak dan bagian kaum non Muslim yang tidak memerangi dan 
mengusir mereka karena alasan agama, karena Allah SWT. menyukain 
orang-orang yang berperilaku adil.
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f. Prinsip Kepemimpinan 
Seorang pemimpin atau ulil amri adalah hal yang sangat penting 
dan dibutuhkan dalam suatu kelompok, agar kehidupan kelompok bisa 
berjalan dengan seharusnya.Sebagai contoh, jika dalam suatu kelompok 
terjadi perselisihan antar anggota kelompok maka pemimpin diperlukan 
untuk mendamaikan mereka.Pemimpin bertugas sebagai pemegang 
kekuasaan dalam hal pemerintahan juga berperan sebagai contoh, 
sehingga pemimpin seharusnya adalah orang yang kompeten. 
g. Prinsip Amar Makruf dan Nahi Munkar 
Lembaga pemerintah atau seorang pemerintah diwajibakan untuk 
memiliki rasa peduli sosial yang tinggi, baik dalam menjalankan tugas 
amar makruf ataupun nahi munkar.Hal ini untuk mewujudkan 
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kemaslahatan umat, jika terwujud maka pemerintahan dan masyarakat 
tersebut telah bergerak dijalan yang diridhoi Allah SWT.
83
 
Seorang muslim wajib baginya melakukan dan mengajak muslim 
lainnya untuk berbuat baik dan mencegah perbuatan munkar. Seperti 
Firman Allah berikut ini: 
                       
                       
              
 
Artinya: “Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk 
manusia, menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah dari 
yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab 
beriman, tentulah itu lebih baik dari mereka, diantara mereka 
ada yang beriman, dan kebanyakn mereka adalah orang-orang 
yang fasik.” (Q.S. Ali Imran [3]: 110). 
 
Ayat diatas menunjukkan kewajiban umat Islamsaling menyerukan 
kebaikan dan salin mencegah perbuatan munkar.Prinsip amar makruf 
nahi munkar harus diterapkan sebagai prinsip negara yang dijalankan 
secara konsekuen.Agar sebuah negara berjalan dengan semestinya 
dengan melakukan kebaikan sebagai cerminan dari ketaqwaan. 
h. Prinsip Musyawarah 
Islam sangat menganjurkan musyawarah sebagai unsur dari sebuah 
pemerintahan negara Islam.Musyawarah adalah metode hidup dalam 
setiap lembaga pemerintahan mulai dari penguasa hingga masyarakat 







 Nabi Muhammad SAW. adalah teladan yang telah menjalankan 
praktik musyawarah bersama para sahabat. Seperti dalam prsoalan 
ketatanegaraan dan kemasyarakatan Rosul sering kali meminta pendapat 
para sahabat dengan melakukan musyawarah. 
Saat Rosul membawa berita bahwa kaum Quraisy telah 
meninggalkan kota Mekkah untuk berperang melawan kaum muslimin, 
Beliau belum menentukan sikap kecuali setelah mendapatkan persetujuan 
dari kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Karenanya, Nabi melakukan 
musyawarah untuk membahas tentang belanja perang dab berapa jumlah 
pasukan yang akan ikut serta. Sehingga Beliau mendapatkan persetujuan 
dari kaum Ansar dan merka bersedia mengorbankan segalanya.
85
 
Tidak melakukan musyawarah merupan tindakan kesewenang-
wenangan yang tidak dibenarkan,.Itu menunjukan bahwa Allah 
SWT.menghendaki politik kaum muslimin ini nerjalan berdasarkan 
prinsip musyawarah, agar tidak seorangpun merasa dirugikan.
86
 
i. Prinsip Berlaku Adil 
Keadian merupakan dasar dari kewenangan dan pilar sebuah 
negara.Pemerintah dan pemimpin dibebankan agar tetap berlaku adil. 
Seperti dalam Firman Allah SWT.: 
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                       
                           
      
Artinya: “Sungguhnya Allah menyuruk kamu menyampaikan amanat 
kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh 
kamu)apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya 
kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi 
pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu.Sesungguhnya 
Allah maha mendengar lagi maha melihat.” (Q.S. An-Nisa 
[4]: 58). 
 
Ayat yang turun prihal pemimpin atau ulil amri ini menerangkan 
bahwa mereka harus menyampaikan amanak kepada orang yang berhak 
menerimanya, hal tersebut adalah perkara umum yang harus 
dilaksanakan para pemimpin.Untuk menetapkan hukum atau peraturan 
harus berdasarkan keadilan, keimpulannya bahwa tujuan penguasa atau 
pemerintah adalah memberikan pada yang berhak menerima.
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j. Prinsip Persamaan 
Al-Quran telah menyebutkan mengenai persamaan hak, Islam tidak 
mengenal perbedaan yang menjadi tolak ukur.Sebab kebijaksanaan Allah 
telah memutuskan bahwa maksud perbedaan ini adalah untuk saling 








Ibid, h. 222. 
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                            
                      
Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari 
seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu 
berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu supaya kamu 
saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling 
muliadiantara kamu sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi 
maha mengenal.” (Q.S. Al-Hujurat [49]: 13) 
 
Hal yang menjadi tolak ukur adalah taqwa.Sikap taqwa terhadap 
Allah diantaranya adaah berlaku adil dan selalu berbuat baik sesama 
manusia. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan,  juga 
tidak ada perbedaan antara kaya dan miskin. Semua sama disisi Allah 
SWT. 
5. Bentuk-Bentuk Pemerintahan Dalam Fiqh Siyasah 
Islam dalam mempraktikkan pemerintahan sangat terkait kondisi 
konstektual yang dialami oleh masing-masing umat.Semenjak abad ke-7 
Masehi, dengan jangka waktu tersebut hingga saat ini, umat Islam pernah 
mempraktikkan beberapa sisitem pemerintahan yang meliputi system 
pemerintahan khalifah (khalifah berdasarkan syura dan khalifah monarki), 
imamah, monarki dan demokrasi.
89
 
Negara Madinah adalah awal mula pemerintahan Islam mulai 
terbentuk dan maju.Terbentuknya negara Madinah akibat dari 
perkembangan Islam menjadi kelompok sosial yang memiliki kekuatan 
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nyata, Nabi sendiri yang menjadi pemimpin atau kepala masyarakat yang 
baru terbentuk itu yang akhirnya merupakan suatu negara.Praktik 
pemerintahan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW sebagai kepala negara 
tampak pada pelaksanaan tugas-tugas yang tidak berpusat pada diri beliau 
sendiri, dimana dalam piagam Madinah beliau diakui sebagai pemimpin 
tertinggi.Yang berarti pemegang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan 
yudikatif, namun walupun pada saat itu belum mengenal teori pemisahan 
kekuasaan dipraktiknya Nabi memberikan tugas-tugas legislatif dan 
yudikatif kepada para sahabat yang dianggap cakap dan mampu.
90
 Nabi juga 
menunjuk sahabat sebagai pembantu beliau, sebagai katib (sekretaris), „amil 
(pengelola zakat), dan qadhi (sebagai hakim), serta memerintah wali untuk 
didaerah-daerah. 
Dilihat dari sejarah Rasul dalam menjalankan pemerintahan, ternyata 
pembagian tugas dalam menjalankas sebuah pemerintahan telah 
dilaksanakan.Hal tersebut terlihat dari penunjukan para sahabat yang cakap 
sebagai pembantu Rasul, selain itu dalam mengambil keputusan kenegaraan 
juga dilaksanakan dengan bermusyawarah. 
1. Khalifah 
Khilafah adalah pemerintahan Islam yang tidak dibatasi oleh 
wilayah teritorial,sehingga ke-khalifah-an Islam meliputi berbagai suku 
dan bangsa. Ikatan yang mmempersatukan ke-khalifah-an adalah Islam 
sebagai agama.Pada intinya, khalifah adalah kepeminpinan umum yang 
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mengurusi agama dan kenegaraan sebagai wakil dari Nabi Muuhammad 
SAW.dalam bahasa Ibn Khaldun, ke-khalifah-an adalah kepeminpinan 
umum bagi kaum Muslimin  diseluruh penjuru dunia untuk menegakkan 
hukum-hukum atau aturan syari’at Islam dan memikul dakwah Islam 
keseluruh dunia.Menegakkan khalifah adalah kewajiban bagi seluruh 
kaum Muslim diseluruh penjuru dunia. Menjalankan kewajiban yang 
demikian itu,sama dengan menjalankan kewajiban yang diwajibkan 
Allah SWT. bagi setiap kaum Muslimin. 
Berdasarkan ijma‟ sahabat, wajib hukumnya mendirikan ke-
khalifah-an.Setelah Rasulullah SAW.wafat,mereka sepakat untuk 
mendirikan kekhalifahan untuk Abu Bakar, kemudian Umar, Ustman dan 
Ali, sesudah masing-masung dari ketiganya wafat.
91
Para sahabat telah 
bersepakat sepanjang hidup mereka atas kewajiban untuk mendirikan 
khalifah, meski mereka berbeda pendapat tentang orang yang akan 
dipilih sebagai khalifah, tetapi mereka tidak berbeda pendapat secara 
mutlak mengenai berdirinya khalifah.
92
 
2. Khalifah Berdasarkan Syura 
Pemerintahan Islam berdasarkansyura pernah dipraktikkan pada 
masa al-Khulafa al-Rasyidun, ketika mereka memerintah Islam 
dibeberapa kawasan yang didasarkan pada sIstem musyawarah sebagai 
paradigma dasar kekuasaan.Abu Bakar Al-Shiddiq, Umar bin al-Khattab, 
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Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib telah menjalankan sistem 
pemerintahan yang dilandasi oleh semnagat musyawarah. 
Ciri-ciri yang menonjol dari sistem pemerintahan yang mereka 
jalankan terletak pada mekanisme musyawarah, bukan dengan system 
keturunan.Tidak ada satupun dari empat khalifah tersebut yang 
menurunkan kekuasaanya kepada sanak kerabatnya. Musyawarah 
menjadi jalan yang ditempuh dalam menjalankan kekuasaan sesuai 
dengan apa yang dijalankan Rasulullah SAW. 
3. Khalifah Monarki 
Pasca berakhirnya al-Khulafa al-Rasyidun, kekhalifahan 
dilanjutkan oleh khalifah bani Umaiyah dengan Muawiyah bin Abu 
Sofyan sebagai khalifah pertama.Sejak saat itulah khilafah Islamiyah 
yang sudah berdasarkan syura digantikan dengan system keturunan, 
menjadi negara kerajaan (monarki) mengikuti sistem yang diperlakukan 
di Persia dan Romawi.
93
 
Monarki adalah sistem waris (putra mahkota), dimana kekuasaan 
kerajaan akan diwarisi oleh putra mahkota dari orang tuanya (raja). 
Sistem monarki juga merupakan sistem pemerintahan yang menjadikan 
raja sebagai sentral kekuasan, seorang raja berhak menetapkan aturan 
bagi rakyatnya.Perkataan raja adalah undang-undang tertinggi yang harus 
ditaati.Raja memiliki hak khusus yang tidak dimiliki oleh rakyat,raja 
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memiliki kekebalan terhadap hukum, dan kekuasaan kenegaraanya tak 
terbatas. 
4. Imamah 
Kunci utama imamah dalam politik Syi’ah adalah terletak pada 
posisi imam.Karena status politik dari para imam adalah bagian yang 
esensial dalam mazhab Syi’ah imamiyah.Mereka dianggap penerus yang 
dari nabi Muhammad SAW.dan mereka percaya bahwa setiap penerus 
harus ditunjuk oleh Allah SWT. melalui nabinya.Para Imam dianggap 
sebagai penerus nabi dan pewaris yang sah dari otoritasnya.Hal ini bukan 
dikarenakan mereka dari keluarganya,tetapi karena mereka merupakan 
orang-orang yang shaleh taat kepada Allah dan mempunyai karakteristik 
yang menjadi prasyarat untuk mengemban tingkat kepemimpinan politik 
agama, demikian juga mereka tidak ditunjuk mmelalui consensus rakyat. 
Imamah adalah institusi yang dilantik secara ilahiyah,hanya Allah 
yang paling tau kualitas-kualitas yang diperlukan untuk memenuhi tugas 
ini, oleh karena itu hanya Allah yang mampu menunjuk mereka. Syi’ah 
menganggap bahwa imamah seperti  kenabian, menjadi kepercayaan 
yang pundamental, dan ketaatan kepada otoritas imam adalah sebuah 
kewajiban agama. Meski para imam tidak menerima wahyu Ilahi, namun 
para imam mempunyai kulitas, tugas, dan otoritas dari Nabi.Bimbingan 
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B. Penelitian Terdahulu 
Penulis menyadari bahwa secara substansial penilitian yang diteliti ini 
bukan hal yang baru.Terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan judul 
“Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 Pasal 18 Tentang Kewenangan Desa Dalam Penyelenggaraan 
Pemerintahan (Studi di Desa Cahaya Makmur Kecamatan Sungkai Jaya 
Kabupaten Lampung Utara)”. Adapun beberapa karya ilmiah yang pernah 
ditulis oleh penulis lain adalah sebagai berikut: 
Kushandajani, dalam jurnalnya yang berjudul “Implikasi Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Kewenangan Desa”. 
Karya ilmiah tersebut mengambil studi di Desa Pekuncen, Kecamatan 
Ajibarang, Kabupaten Banyumas, Desa Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, 
Kabupaten Semarang, dan Desa Trajumas, Kecamatan Kandang Serang, 
Kabupaten Pekalongan. Jurnal ini membahas kewenangan desa yang lebih 
fokus pada hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa, dimana peneliti 
fokus melihat kondisi desa dalam menyelenggarakan desanya sesuai tempat 
desa an budaya desanya. 
95
 
La ode Dedihasriadi S.H., M.H. dan Andi Novita Mudriani djaoe S.H., 
M.H., dalam jurnal yang berjudul “Efektivitas Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sabi 
Sabila Kecamatan Mowewe Kabupatan Kolaka Timur”. Fokus penelitian jurnal 
ini pada penyelenggaraan desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
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Tentang Desa, karena pemerintahan desa merupakan unit terdepan dalam 
pelayanan kepada masyarakat didesa dan juga menjadi tolak ukur untuk semua 
program yang dijalankan oleh pemerintah desa.
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Kushandajani, dalam jurnal yang berjudul “Implikasi Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap penyelenggaraan Pemerintahan 
Desa”.Fokus penelitian karya ilmiah ini memberikan imlikasi yang luas bagi 
tata kehidupan masyarakat, utamanya pada kewenangan desa, dan 
pemerintahan desa.Implikasi terhadap kewenangan desa menunjukkan bahwa 
otonomi desa tetap eksis, salah satunya adalah dengan keberadaan wewenang 
hak asal-usul yang melekat pada status sosial kepala desa dan pamong desa. 
Tujuan penelitian ini adalah menganalisis penyelenggaraan pemerintahan desa 
dan sinkronisasi kewenangan desa dan struktur pemerintahan desa dari dua 
ranah, ranah lokal dan ranah peraturan perundang-undangan.
97
 
Setelah melihat ketiga karya ilmiah diatas terdapat beberapa perbedaan 
dengan penelitian ini, yaitu karya ilmiah ini berfokus pada implementasi 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 18 Tentang Kewenangan Desa, 
bagaimana penyelenggaraan kewenangan desa di Desa Cahaya Makmur 
Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara. Selain pada 
penyelenggaraan kewenangan desa, karya ilmiah ini juga melihat dari 
perspektif fiqh siyasah dusturiyah. 
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